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PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 5

WALIKOTA MAGELANG,

Tahun

rtanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
]%z?Zn;Zntf)aI;grl;l? Tiiung] Anggaran 2006, perlu ditetapkan Peraturan
Walikota Magelang tentang Penj_abaran Pertanggungjawaban Pelaksanaar}
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai
rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban P816aksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20

1.

Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Undang Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

Daerah-daerah -
Jawa Tengah dan Jawa Barat;
mor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

4 Republik Indonesia Tal_mn 1985 Nomor
Bangunan (Lembaragal;la:cngaéegarg Republik Indonesia Nomor 3312)
68, T@bﬂm Iiﬁl?jiubah dengan Undang-.Undang Nomor 12 Tahun
sebagalmang taen Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
1994 (Lembar

blik Indonesia Nomor 3569);
paran Negara Repu
Tambahan Lem

Undang-Undang No

3. Undang — Undang..............



10.

11.

telah diup

0 (Lembarap N 2h dengan Undang-Undang Nomor 34

ggara Republik Indonesia Tahun 2000
aran Negara Republik Indonesia Nomor

angunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor
44 :
Indonesia Nomor 3688); » Tambahan Lembaran Negara Republik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

I\iega{)a yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Sr embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-
Pengelolaan dan
Negara Republik
Lembaran Negara

or 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
bahan Lembaran Negera Republik Indonesia

Undang-Undang Nom
Pembangunan Nasiona
2004 Nomor 104, Tam
Nomor 4421);

mor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

ublik Indonesia Tahun 2904 Nomor 125,
(Lembaran Eeiif:rarll{e% egera Republik Indonesia Nomor 4437)
Tambahan fel ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
sebagaimand eraturan Pemerintah Pengganti Undang-
2005 tentang Pe 2005 tentang Perubahan Atas Undang-

04 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
baran Negera Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang No

netapan P
3 Tahun

Undang Nomor
erzdang-Undang (Lembaran
Nomor 108, Tambahan Lem

4548);
12. Undang — Undang...........



18,

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

3

Peraturan :

Perimbangaierz]f;g;ah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Nomor 21, T.':LmbahaarllraLr,l I‘Legara Republik Indonesia Tahun 2000
4021) ; embaran Negara Republik Indonesia Nomor
sebagai .

Teh filn;?)%a; (E‘vlahb diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84
Nomor 157, Tanr ™ Negara Republik Indonesia Tahun 2001
a16sy, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

II’)eraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
: aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4038);

merintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Negara Republik Indonesia Nomor 4039);

Peraturan Pe
(Lembaran Negara
Tambahan Lembaran

i Pembinaan dan

merintah Nomor 20 tahun 2001 Tentang
gzlrlat:iva;sazemas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Neggara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 ) ;

: Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
ffrat%ranmp%mec;rg;ahmpz blik Indonesia TahunNZOOI i\llgxér;or 118,
emboar blik Indonesia Nomor ;
Negara Repu
Tambahan Lembaran
Nomor 66 Tahun 2001Tentang Retribusi Daerah
ik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,

Republik Indonesia Nomor 4139 );

merintah
ara Repub

Negara

Peraturan Pe
( Lembaran Neg
Tambahan Lembaran

7. Peraturan Pemerintah................



Memperhatikan : 1.

22. Peraturan p -
Protokoler dzr:elg:;ah Nom'o I 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Rakyat Daerah (Le,:llrxnbgan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Nomor 90, Tambahan a{an Negara Republik Indonesia Tahun 2004
4416 ) sebagimana telal erflba:an Negara Republik Indonesia Nomor
37 Tahun 2005 tenten Pdtubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 200 g Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

. 4 tentang Ked
Pimpinan g Kedudukan Protokoler dan Keuangan
pinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembagran

Negara Republik Indones;
onesia Tahun 2005 Nomor 94, tambah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 O;m);r S

23.P '
Izéi'faurnananpfgnermtah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
g aerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005
Nomolr\lz‘[;%r);l?,& Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

24 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );

25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );

26.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 5, Seri A

Nomor 1);

006 tentan
27 .Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2 g
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2006 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 19, Seri

A Nomor 5);

ah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2007 tentang

78 Peraturan Daer Jban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2006;

Pertanggungjaw

nteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

an Me .
Peratur elolaan Keuang an Daerah,

Pedoman Peng
mor 9 Tahun 2006 tentang Penjabaran

; No
an Walikot2 Magelang Dacrah Tahun Anggaran 2006;

lrrfgtgl:ran Pendapatan dan Belanja

walikota Mogelang N

Perubahan Anggaran Pen

omor 18 Tahun 2006 tentang

Peraturail dapatan Dan Belanja Daerah Kota

Penj abaranl
Magelang.

Memutuskan.....eaeeeeuees



MEMUTUSKAN .

Menetapkan :  PERATURAN WALIK
0
PERTANGGUN GJAWAg:N MAGELANG TENTANG PENJABARAN

PENDAPATAN PELAKSANAAN  ANGGARAN
2006. AN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2006 terdiri atas -
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 36.954.055.592.81

Rp. 253.545.555.274,00
c¢. Lain—Lain Pendapatan Yang Sah  Rp. 301.792.594.00

b. Dana Perimbangan

Jumlah Pendapatan Rp.  290.801.403.460,81
2. Belanja
a. Aparatur Daerah Rp. 96.531.229.004,00
1) Belanja Administrasi Umum Rp. 65.248.403.663,00
2) Belanja Operasi & Pemeliharaan Rp. 17.336.458.091,00
3) Belanja Modal Rp. 13.946.367.250,00
b. Pelayanan Publik Rp.139.271.644.310,00
1) Belanja Adminstrasi Umum Rp. 76.318.629.228,00
2) Belanja Operasi & Pemeliharaan Rp. 26.945.660.980,00
3) Belanja Modal Rp. 36.007.354.102,00

Rp. 6.428.146.729,00

Rp,  242.446.248.00
Rp.  242.473.466.291.00
Rp _ 48.327.937.169.81

c. Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan

c. Belanja Tidak Tersangka
Jumlah Belanja

Surplus

3. Pembiayaan :
Rp 48320.375.264,12

alu  Rp. 45.520.375.264,12
1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tabun 22 Rp. 2.800.000.000,00

2) Transfer dari Dana Cadangan
Rp 9664831243393

a. Penerimaan

b. Pengeluaran Rp. 20.000.000.000,00

) T e R 75991 862 4935

2) Penyeptsas Mos?tltmgan Anggaran Tahun Berjalan Rp /2-7%- )

3) Sisa Lebin rer (Rp 48.327.937.169.81)
Tural ah Pembiayaaﬂ Neto .

Pasal 2...coecereeeeiirnrnnenenns



Ringkasan Laporan realisasj anggaran seh

. " aoai .
Jampiran I Peraturan Walikota Magelang i;gu?nmana dimaksud dalam Pasal | tercantum dalam

Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran

. sebagai ;
ke dalam penjabaran laporan realisas; anggga::;lana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran seba ol :
Lampiran II Peraturan Walikota Magelang ug;u1 riana dimaksud dalem Pasal 3 tercantum dalam

Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 ak i i
terpisahkan dari Peraturan Walikota Magelang ini. meripakan bugian yame, Hdak
Pasal 6
Peraturan Walikota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 1@ Sé(pkwbar Aoy

WALIKOTA MAGELANG

Arlpe

H. FAHRIYANTO

ina Utama Muda
NIP. 010072030

NOMOR 22
BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2007



